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WALI KOTA BOGOR 
PROVINSI JAWA BARAT 

 
PERATURAN WALI KOTA BOGOR 

NOMOR  90  TAHUN  2021 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALI KOTA BOGOR                            
NOMOR 188 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN                                   
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH                                            

TAHUN ANGGARAN 2021 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALI KOTA BOGOR, 
 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18                      
Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2020              
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah                     
Tahun Anggaran 2021, telah ditetapkan Peraturan              
Wali Kota Nomor 188 Tahun 2020 tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah                      
Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bogor 
Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga                
atas Peraturan Wali Kota Nomor 188 Tahun 2020 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2021, sebagai landasan operasional 
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2021; 

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemberlakuan 
Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro            
di Kota Bogor, serta kegiatan yang bersumber                      
dari Dana Alokasi Khusus, Bantuan Keuangan,   
Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional, Dana Bagi Hasil 
Cukai Hasil Tembakau, dan Pengakuan Hutang                 
pada Tahun Anggaran 2021, maka Peraturan Wali Kota 
sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah           
dan disesuaikan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Wali Kota tentang Perubahan Keempat atas Peraturan 
Wali Kota Bogor Nomor 188 Tahun 2020 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2021; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004  Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat                        
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049 ); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan           
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir               
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23           
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia            
Nomor 5679); 

7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang             
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan 
Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk 
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019            
(Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi 
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional 
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi         
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6516); 

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6573); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia                 
Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4028); 
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia            
Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012              
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4534); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4575); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang 
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai 
Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6224); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia                  
Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6323); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah              
dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah   
sebagaimana   telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan 
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16               
Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan            
dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala 
Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan  
dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik   Indonesia   
Tahun 2011 Nomor 525); 
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19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 754); 

20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana 
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia                
Tahun 2017 Nomor 1067); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan  
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 737); 

22. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 7); 

23. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2020  
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  
Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Bogor 
Nomor 3); 

24. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 188 Tahun 2020 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah  Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Bogor 
Tahun 2020 Nomor 10 Seri A) sebagaimana                            
telah  beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 
Wali Kota Bogor Nomor 37 Tahun 2021 tentang 
Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Nomor 188 
Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita 
Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 37); 
 

MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan  : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN 

KEEMPAT ATAS PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 188 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021. 

 
 

Pasal  I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 188 Tahun 2020 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah                   
Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2020 Nomor 10             
Seri A) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan  
Wali Kota Bogor Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga                 
atas Peraturan Wali Kota Nomor 188 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota 
Bogor Tahun 2021 Nomor 37), diubah sebagai berikut: 
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1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal  1 
 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 
terdiri atas: 

a. Pendapatan:  

 1. Pendapatan Asli Daerah  

 a) Pajak Daerah Rp651.069.000.000,00 

 b) Retribusi Daerah Rp33.067.644.000,00 

 c) Hasil Pengelolaan Kekayaan 
Daerah yang Dipisahkan 

Rp30.503.342.185,00 

 d) Lain-lain PAD yang Sah Rp252.273.237.231,00 

 2. Pendapatan Transfer  

 a) Pendapatan Transfer Pemerintah 
Pusat 

Rp1.110.306.375.821,00 

 b) Pendapatan Transfer Antar 
Daerah 

Rp379.814.730.455,00 

 3. Lain-lain Pendapatan Daerah 
Yang Sah 

 

 Lain-lain Pendapatan Sesuai 
dengan Ketentuan Peraturan 
Perundang-Undangan 

Rp106.253.270.000,00 

 Jumlah Pendapatan Daerah Rp2.563.287.599.692,00 
   

b. Belanja  

 1. Belanja Operasi  

 a) Belanja Pegawai Rp1.187.540.455.646,00 

 b) Belanja Barang dan Jasa Rp1.044.018.317.933,00 

 c) Belanja Bunga  Rp7.000.000.00,00 

 d) Belanja Hibah  Rp62.117.393.297,00 

 e) Belanja Bantuan Sosial      Rp54.290.400.000,00 

 2. Belanja Modal  

 a) Belanja Modal Tanah Rp14.635.000.000,00 

 b) Belanja Modal Peralatan 
dan Mesin 

Rp144.754.801.219,00 

 c) Belanja Modal Gedung 
dan Bangunan 

Rp89.745.846.850,00 

 d) Belanja Modal Jalan, Jaringan, 
dan Irigasi 

Rp231.851.833.056,00 

 e) Belanja Modal Aset Tetap 
Lainnya 

Rp1.313.539.116,00 

 3. Belanja Tidak Terduga  

 Belanja Tidak Terduga Rp51.313.011.293,00 
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 4. Belanja Transfer  

 Belanja Bantuan Keuangan Rp1.700.000.000,00 

 Jumlah Belanja Daerah Rp2.890.280.598.410,00 

 Defisit (Rp326.992.998.718,00) 
   

c. Pembiayaan:  

 1. Penerimaan Pembiayaan  

 a) Sisa Lebih Perhitungan 
Anggaran Tahun Sebelumnya 

Rp300.033.862.318,00 

 b) Penerimaan Pinjaman Daerah Rp31.959.136.400,00 

 c) Penerimaan Kembali Pemberian 
Pinjaman Daerah 

Rp5.497.032.260,00 

 2. Pengeluaran Pembiayaan  

 a) Penyertaan Modal Daerah Rp5.000.000.000,00 

 b) Pembayaran Cicilan Pokok 
Utang yang Jatuh Tempo 

Rp5.497.032.260,00 

 Jumlah Pembiayaan Neto Rp326.992.998.718,00 

 Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun 
berkenaan 

Rp0,00 

 
2. Ketentuan yang tertuang dalam Lampiran I RINGKASAN PENJABARAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 
2021 diubah, sehingga keseluruhan Ringkasan Penjabaran APBD             
Tahun Anggaran 2021 berbunyi sebagaimana tercantum dalam      
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan                 
Wali Kota ini. 

 

3. Ketentuan yang tertuang dalam Lampiran II PENJABARAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 diubah: 

a. reformulasi besaran Tambahan Penghasilan Pegawai; 

b. refocusing anggaran Dinas Kesehatan meliputi anggaran insentif 
tenaga kesehatan, percepatan vaksinasi, dan pemenuhan kebutuhan 
pusat isolasi; 

c. pemindahan alokasi dari sub kegiatan ke Belanja Tidak Terduga;  

d. pemindahan alokasi dari Belanja Tidak Terduga ke sub kegiatan 
untuk pembayaran biaya provisi dan biaya transaksi keuangan                  
atas biaya pengelolaan pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional               
(PEN 2020); 

e. pergeseran anggaran kegiatan yang bersifat wajib dan mengikat; dan 

f. pergeseran anggaran kegiatan yang tidak menyebabkan perubahan 
APBD; 

sehingga keseluruhan penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 berbunyi 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini. 
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Pasal  II 
 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor. 
 
 
 

Ditetapkan di Bogor 
pada tanggal 29 Juli 2021 

 
WALI KOTA BOGOR,  

        Ttd. 
      BIMA ARYA 

 
 
 
Diundangkan di Bogor 
pada tanggal 29 Juli 2021 
 
SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,  
                       Ttd. 
  SYARIFAH SOFIAH DWIKORAWATI 
 

BERITA DAERAH KOTA BOGOR  
       TAHUN 2021 NOMOR 90 
 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

DAN HAK ASASI MANUSIA, 
 
 
 

ALMA WIRANTA, S.H., M.Si. (Han) 
NIP. 19800507 200312 1 003  


